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Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 50/MPP/Kep/2/1997

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri, maka
dipandang perlu menetapkan kembali Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan. ’ :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(L{(a)mbaran Negara Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501); .

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986
tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3330);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995

tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); '
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7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987
tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
388/M Tahun 1995;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 ten-
tang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana
telah diubah Dua Puluh Lima kali terakhir dengan Keputusan -
Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996
tentang Kawasan Industri;

12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995
tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perlua-
san; ‘

13.Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Orga-
nisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

14, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam
Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri
Dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

15.Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
84/MPP/SK/6/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi
Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabu-
paten/Kotamadya.

MEMUTUSKAN

Mencabut : 1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/-10/1989
tentang Tata Cara Perizinan Dan Standar Teknis Kawasan Industri.

2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1993
tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
291/M/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perizinan Dan Standar Teknis
Kawasan Industri.
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Menetapkan

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 50/MPP/Kep/2/1997

: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDA-

GANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN
PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Kawasan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
1996 tentang Kawasan Industri.

Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Perusahaan Kawasan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.

Pengusahaan Kawasan Industri adalah kegiatan yang meliputi
pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri;

Kawasan Peruntukan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.

Perusahaan Pengelola Kawasan Industri adalah badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
yang ditunjuk oleh dan/atau menerima pengalihan hak dan kewaji-
ban dari Perusahaan Kawasan Industri khusus untuk melaksanakan
pengelolaan sebagian atau seluruh Kawasan Industri.

Pengembangan Kawasan Industri adalah kegiatan yang meliputi
penguasaan dan pematangan tanah, penyediaan Prasarana dan
Sarana penunjang, penyiapan kapling dan atau bangunan industri
stap bangun dan atau siap pakai serta kegiatan penjualan dan atau
penyewaannya. ’

. Pengelolaan Kawasan Industri adalah kegiatan yang meliputi pen-

goperasiap dan atau pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang
kawasan industri termasuk kegiatan pelayanan ‘asa bagi industri di
dalam Kawasan Industri. '
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9. Prasarana Kawasan Industri adalah meliputi jaringan jalan, saluran
air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribu-
si dan pembangkit tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi,
saluran pengumpulan air limbah industri, instalasi pengolahan air
limbah, penampungan sementara limbah padat, penerangan jalan,
unit pemadam kebakaran dan pagar Kawasan Industri.

10. Sarana Penunjang Kawasan Industri adalah meliputi kantor pengelo-
la, bank, kantor pos, kantor pelayanan telekomunikasi, poliklinik,
kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri dan mess tran-
sito, pos keamanan, sarana kesegaran jasmani, halte angkutan
umum dan fasilitas penunjang lainnya.

11.Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban
Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan

Industri dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaa-
tan Kawasan Industri.

12. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 2

Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Kawasan
Industri berada pada Menteri.

BAB 11
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
Pasal 3

(1) Setiap pendirian Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan
kegiatan Pengusahaan Kawasan Industri wajib memperoleh Izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Izin Usaha Kawasan Industri.
b. Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 4

(1) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Non
PMA/PMDN’ diberikan oleh Menteri.

(2) Menteri nielimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.
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(3) Menteri menugaskan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya, Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup, Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan untuk
melaksanakan penelitian administrasi dan substansi setiap permin-
taan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan
Industri.

Pasal 5

(1) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA/PMDN
diberikan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas
nama Menteri.

(2) Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan
Izin Perluasan Kawasan Industri dari Menteri kepada Ketua BKPM
bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA/PMDN
ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

(3) Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perlua-
san Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-
sanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Izin Usaha Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan
Kawasan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan sebagai
berikut :

a. mengisi Formulir Model PMK III dengan melampirkan infor-
masi terakhir kemajuan pembangunan Proyek Kawasan Industri
(Formulir Model PMK-II);

b. telah memiliki Rencana Tapak Tanah (site plan) Kawasan
Industri yang dimohon dan telah disahkan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang  Wilayah;

c. telah menyelesaikan pembelian tanah sesuai Izin Lokasinya;

d. telah menyelesaikai. kewajiban membuat Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL}, Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kawasan
Industri, yang telah disetujui oleh Menteri;
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e. telah membuat Tata Tertib Kawasan Industri ;

f. telah siap untuk dioperasikannya sebagian dari prasarana
Kawasan Industri sekurang-kurangnya meliputi jalan masuk ke
Kawasan Industri, jaringan jalan dan saluran air hujan dalam
Kawasan Industri serta instalasi pengolahan air limbah bagi
Kawasan Industri sesuai dengan AMDAL nya;

g. telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan menggunakan Formu-
lir Model PIK-II.

Setelah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, Perusahaan Kawa-
san Industri harus menyelesaikan pembangunan prasarana dan
sarana penunjang Kawasan Industri secara lengkap sebagaimana
dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10.

Pasal 7

Izin Usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri
yang berstatus Non PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN,
berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan
melakukan kegiatan Pengusahaan Kawasan Industri.

Izin Usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri
yang berstatus PMA berlaku untuk 30 (tiga puluh) tahun sepan-
jang masih memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 8

Luas Kawasan Industri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hektar.

Bagi Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki luas kawasan
lebih dari 20 (dua puluh) hektar, Izin Usaha Kawasan Industrinya
dapat diberikan secara bertahap dengan ketentuan pemberian Izin
Usaha Kawasan Industri yang pertama kali minimal seluas 20 (dua
puluh) hektar.
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(3) Tanah yang telah dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa
perusahaan yang luasnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar
dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri serta sudah
dimanfaatkan untuk kegiatan industri, dapat ditetapkan sebagai
Kawasan Industri.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri diperlukan tahap
Persetujuan Prinsip.

(2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri
untuk dapat mengajukan permohonan Izin Lokasi, melakukan
persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana
tapak tanah di Kawasan Industri dan pembangunan, pengadaan
prasarana dan sarana Kawasan Industri.

Pasal 10

Pengajuan Permintaan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Kawasan Indus-
tri dan Izin Perluasan Kawasan Industri menggunakan Formulir :

1. Model PMK-I, untuk permintaan Persetujuan Prinsip

2. Model PMK-III, untuk permintaan Izin Usaha Kawasan Industri

3. Model PMK ~IV untuk permintaan Izin Perluasan Kawasan Indus-
tri.

Pasal 11

(1) Permintaan Persetujuan Prinsip bagi Perusahaan Kawasan Industri
diajukan kepada Sekretaris Jenderal dengan mengisi Formulir
Model PMK-I.

(2) Setelah Formulir Model PMK-I diterima secara lengkap, selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Sekretaris Jenderal telah
mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir
Model PIK-I atau menolak pemberian Persetujuan Prinsip.

" (3) Persetujuan Prinsip dapat diubah atau diperpanjang, sesuai dengan
permintaan dari yang bersangkutan.
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Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun,
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 2 (dua)
tahun apabila belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

Pada saat mulai pembangunan Kawasan Industri, Perusahaan
Kawasan Industri dapat menyampaikan Surat Permohonan Impor
Peralatan dan bahan untuk pembangunan fisik dan pengendalian
pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Kawasan
Industri wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan
Proyek Kawasan Industri setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat
pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan mengguna-
kan Formulir Model PMK-II.

Pasal 12

Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri diajukan kepada Sekre-
taris Jenderal dengan mengisi Formulir Model PMK-III dan
melampirkan Formulir Model PMK-II.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
permintaan Izin Usaha Kawasan Industri, Tim yang dibentuk oleh
Sekretaris Jenderal yang beranggotakan dari Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri dan Perdagangan, KANWIL Departemen
Perindustrian dan Perdagangan, KANDEP Perindustrian dan
Perdagangan serta Dinas Perindustrian atau Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Daerah Tingkat II Percontohan setempat telah
melaksanakan pemeriksaan ke lokasi Kawasan Industri guna
memastikan kesiapan'Kawasan Industri.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir:
Model PIK-II dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah
dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal. -

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Sekretaris Jenderal mengeluarkan Izin Usaha Kawasan Industri
dengan menggunakan Formulir Model PIK-III atau menundanya
dengan menggunakan Formulir Model PIK-V apabila Perusahaan
Kawasan Industri yang bersangkutan belum siap beropcrasi.
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Pasal 13

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki lzin
Usaha Kawasan Industri yang akan melakukan perluasan areal
Kawasan Industri wajib memperoleh Izin Perluasan Kawasan
Industri.

Izin Perluasan Kawasan Industri diberikan secara langsung apabila
Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh
Izin Usaha Kawasan Industri dengan ketentuan :

a. lokasinya berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang telah
diizinkan;

b. lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai,

c. berada dalam Kawasan Peruntukan Industri.

Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Jenderal dengan
menggunakan Formulir Model PMK-IV dengan dilengkapi Izin -
Lokasi.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri, Sekretaris Jenderal
wajib mengeluarkan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan
menggunakan Formulir Model PIK-IV.

Apabila perluasan Kawasan Industri tidak berbatasan dengan lokasi
Kawasan Industri yang telah diizinkan dan atau lahan yang diren-
canakan sebagai areal perluasan belum dikuasai, maka permintaan
Izin Perluasan dimulai dengan permintaan Persetujuan Prinsip.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 14

(1) Perusahaan Kawasan Industri dapat menjual atau menyewakan

kapling industri dan atau bangunan industri kepada Perusahaan
Industri yang berada di dalam Kawasan Industrinya.

(2) Perusahaan Kawasan Industri berhak mendapat imbalan/pendapatan

dari jasa pengusahaan Kawasan Industri terhadap kegiatan antara
lain :

a. penjualan atau penyewaan kapling industri maupun bangunan
industri;

b. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penun-
jang;

c. pengamanan kawasan industri dan

d. jasa informasi.
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Pasal 15

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha
Kawasan Industri wajib :

1. membantu mengurus permintaan perizinan bagi perusahaan industri
yang berada dalam Kawasan Industrinya.

2. mematuhi ketentuan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui
oleh Menteri.

3. memberlakukan ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri bagi
Perusahaan Industri yang berada di dalam Kawasan Industrinya.

4. menyampaikan Informasi dua kali dalam setahun kepada Sekretaris
Jenderal mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai
berikut :

a. Untuk kegiatan semester pertama tahun yang bersangkutan
selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan
Formulir Model PMK-V.

b. Untuk kegiatan tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari
pada tahun berikutnya, dengan menggunakan Formulir Model
PMK-VI.

Pasal 16

Perusahaan Kawasan Industri wajib melaksanakan Standar Teknis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB 1V
PENGALIHAN PENGELOLAAN KAWASAN lNDUSTRI
Pasal 17

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha
Kawasan Industri dan telah beroperasi dapat mengalihkan pengelo-
laan Kawasan Industri nya kepada Perusahaan Pengelola Kawasan
Industri, sehingga hak dan kewajiban dalam pengelolaan Kawasan
Industri sebagian atau seluruhnya beralih kepada Perusahaan
Pengelola Kawasan Industri sesuai dengan perjanjian Pengalihan
Pengelolaan yang dibuat secara tertulis antara kedua belah pihak.

(2) Pengalihan Pengelolaan Kawasan Industri dilaksanakan apabila
Perusahaan Kawasan Industri telah memenuhi ketentuan sebagai
berikut :
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a. telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

b. telah membuat perjanjian pengalihan pengelolaan antara
Perusahaan Kawasan Industri dengan Perusahaan Pengelola
Kawasan Industri;

c. kapling Kawasan Industri yang akan dialihkan pengelolaannya
telah mempunyai HGB,;

(3) Untuk melaksanakan pengelolaan, Perusahaan Pengelola Kawasan
Industri wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

(4) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Pengalihan Pengelolaan
Kawasan Industri adalah sesuai dengan kesepakatan yang di-
perjanjikan.

(5) Perjanjian Pengalihan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. mematuhi ketentuan dalam RKL dan RPL Kawasan Industri

b. memberlakukan ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri bagi
Perusahaan industri yang berada dalam Kawasan Industri
c. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penun-

Jang
d. pengamanan Kawasan Industri dan
e. jasa informasi

(6) Perusahaan Pengelola Kawasan Industri berhak mendapat
imbalan/pendapatan dari jasa pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 18

Dengan adanya perjanjian pengalihan pengelolaan Kawasan Industri,
tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri terha-
dap pengusahaan Kawasan Industri sesuai dengan Izin Usaha Kawasan
Industri yang dimilikinya.

Pasal 19

(1) Untuk mendorong pengembangan industri kecil, Perusahaan
Kawasan Industri harus mencadangkan minimal 2 % (dua persen)
dari luas kapling industri Kawasan Industri yang dimilikinya.

(2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun kapling industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan maka dapat digunakan
oleh Perusahaan Industri lainnya.
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Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan
diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB V

TATA CARA PERIZINAN PERUSAHAAN INDUSTRI
DI DALAM KAWASAN INDUSTRI

Pasal 20

Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Industri
yang berada dalam Kawasan Industri baik yang berstatus non
PMA/PMDN maupun PMA/PMDN dilaksanakan sesuai dengan Per-
aturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
dan peraturan pelaksanaannya.

(1

@

[©)

(D

(2)

Pasal 21

Perusahaan Industri yang mempunyai potensi dampak penting dan
yang tidak berdampak penting yang berada di dalam Kawasan
Industri yang telah dilengkapi studi AMDAL dibebaskan dari
kewajiban membuat ANDAL, dan kewajiban memperoleh Izin
Undang-undang Gangguan, tetapi wajib disusun UKL dan UPL
berdasarkan RKL dan RPL Kawasan Industri yang bersangkutan.

Perusahaan Industri yang mempunyai dampak terhadap lingkungan
hidup diluar ketentuan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib disusun SPPL.

Perusahaan Industri yang berada didalam Kawasan Industri selain
melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan
ayat (2) diwajibkan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata
Tertib Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
Keputusan ini.

Pasal 22

Perusahaan Industri yang berada di dalam Kawasan Industri yang
telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, dapat langsung
memperoleh Izin Usaha Industri tanpa melalui tahap Persetujuan
Prinsip apabila telah ditetapkan kaplingnya berdasarkan Surat
Keterangan dari Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Industri sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) terlepas dari izin-izin yang diharus-
kan oleh peraturan perundangan lainnya.



3)

4

4

(1)

(2)

3)

- 1 3 -
Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan R.I.
Nomor : 50/MPP/Kep/2/1997

Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi Perusahaan Industri
yang berstatus PMA atau Surat Persetujuan Penanaman Modal bagi
Perusahaan Industri yang berstatus PMDN yang berada di dalam
Kawasan Industri dan telah ditetapkan kaplingnya berdasarkan
Surat Keterangan dari Perusahaan Kawasan Industri yang bersang
kutan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

Perusahaan industri di dalam Kawasan Industri wajib menyelesai-
kan perizinan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan pembangunan pabrik dan sarana produksi,
selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung sejak diterbitkannya
Izin Usaha Industri.

Kesanggupan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membuat Surat
Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model PMK-VII.

BAB VI

PENUNDAAN/PENOLAKAN TERHADAP PERMINTAAN
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 23

Terhadap permintaan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Per-
luasan Kawasan Industri yang diterima dan ternyata belum meme-
nuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sejak
/diterimanya Berita Acara Pemeriksaan, Sekretaris Jenderal
selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari kerja mengeluarkan
Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan
Formulir Model PIK-V.

Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan.

Apabila jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui, Perusahaan Kawasan Industri belum
memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
maka Sekretaris Jenderal menolak permintaan Izin Usaha Kawasan
Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri dengan menggunakan
Surat Penolakan sesuai Formulir Model PIK-VL.
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(1) Terhadap Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3), Perusahaan Kawasan Industri selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak dikeluarkan Surat Penolakan dapat menga-
jukan permohonan banding kepada Menteri.

(2) Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diteri-
manya Permohonan banding dapat menerima atau menolak permo-
honan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertu-
lis dengan mencantumkan alasan-alasan.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN
1ZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 25

Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri
yang telah diperoleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 dapat dicabut apabila tidak memenuhi salah satu
ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan Kawasan Industri melakukan perluasan tanpa memiliki
Izin Perluasan Kawasan Industri sesuai dengan Keputusan ini;

2. Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan informasi secara
berturut-turut 3 (tiga) kali atau dengan sengaja menyampaikan
informasi yang tidak benar;

3. Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemindahan hak atas Izin
Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri
tanpa Persetujuan dari Sekretaris Jenderal;

4. Perusahaan Kawasan Industri melakukan kegiatan usaha tidak sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin yang telah diper-
olehnya;

5. Perusahaan Kawasan Industri menimbulkan kerusakan dan atau
pencemaran akibat kegiatan usaha kawasan industrinya terhadap
lingkungan hidup yang melampaui Baku Mutu Lingkungan yang
berlaku;

6. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Izin Usaha Kawasan Industri
dan atau Izin Perluasan Kawasan Industri serta Standar Teknis
Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l
Keputusan ini;
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7. Apabila tidak dapat menyelesaikan pembangunan prasarana dan
sarana penunjang Kawasan Industri secara lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 26

(1) Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin
Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dilakukan setelah dikeluarkan :

a. Peringatan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model
PIK-VII kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali ber-
turut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua)
bulan;

b. Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan
Kawasan Industri untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha Kawasan
Industri dengan menggunakan Formulir Model PIK-VIII.

(2) Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat dicabut dan Izin Usaha Kawasan Industri kembali apabila
Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan selama masa
pembekuan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(3) Apabila dalam masa pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri atau
Izin Perluasan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri
tidak melakukan perbaikan, maka Izin Usaha Kawasan Industri
dan  atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang bersangkutan
dicabut dengan menggunakan Formulir Model PIK-IX.

(4) Pejabat yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Kawasan
Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri adalah Sekretaris
Jenderal.

Pasal 27

(1) Terhadap pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin
Perluasan Kawasan Industri yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal,
Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan selambat-lam-
batnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan
Pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri dan atau Izin Perluasan
Kawasan Industri dapat mengajukan banding kepada Menteri.

(2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diteri-
manya permohonan banding, Menteri dapat menerima atau
menolak permohonan banding secara tertulis disertai alasan-
alasan.
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BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 28

(1) Pelaksanaan pembinaan terhadap Perusahaan Kawasan Industri
yang telah mendapat Izin Usaha Kawasan Industri dilaksanakan
oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelak-
sanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 29

Bentuk dan Model Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Keputusan ini.

Pasal 30

Perusahaan Kawasan Industri yang telah mendapat Izin Usaha Kawasan
Industri yang melakukan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau
penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
perubahan dilakukan.

Pasal 31

Sesuai dengan Izin Usaha Kawasan Industri yang diperolehnya Perusa-
haan Kawasan Industri wajib :

1. Melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Renca-
na Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk mencegah terjadinya
kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan kawasan industrinya
terhadap lingkungan hidup.

2. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan kesela-
matan kerja.
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BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 angka 4
Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana
sebagaimana tercantum dalam Pasa] 24 Undang-undamg Nomor 5
Tahun 1984 tentang Perindustrian.

(2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan
Pasal 31 angka 1 sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan dan
atau pencemaran lingkungan yang melampaui Baku Muty Ling-
kungan yang berlaku, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

(3 Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI .
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

(1) Persetujuan Prinsip Kawasan Industri yang telah dimiliki oleh
Perusahaan Kawasan Industri baik yang berstatus Non
PMA/PMDN maupun bertatus PMA/PMDN sebelum mulai ber-
lakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah saty
tahap untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri.

(2) Izin Tetap Kawasan Industri yang berstatus Non PMA/PMDN dan
berstatus PMA/PMDN yang telah dimiliki oleh Perusahaan Kawa-
san Industri sebelum mulai berlakunya Keputusan ini dinyatakan
tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Izin Tetap Kawasan
[ndustri yang bersangkutan.

(3) lzin Tetap Kawasan Industri yang telah dimiliki sebelum ditetap-
kannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sebagai [zin Usaha
Kawasan Industri sesuaj dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
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(4) Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang berhu-
bungan dengan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam
Kawasan Industri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ber-
tentangan dengan Keputusan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Jakarta
Pada tanggal 20 Pebruari 1997

AN o MENTERI PERINDUSTRIAN
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POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB
KAWASAN INDUSTRI

Tata Tertib Kawasan Industri disusun olch Pcrusahaan Kawasan Industri dengan maksud
untuk memperinci ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait
dalam pengelolaan Kawasan Industri yaitu pihak Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan
Pengelola Kawasan Industri dan pihak Perusahaan Industri yang berada di dalam Kawasan
Industri.

Tata Tertib Kawasan Industri sekurang-kurangnya berisi informasi tentang :

- Ketentuan peraturan perundangan yang perlu ditaati oleh masing-masing pihak.

- Ketentuan yang berkaitan dengan hasil studi AMDAL Kawasan Industri terutama
ketentuan pengendalian dampak yang harus dilakukan baik oleh Perusahaan Kawasan
Industri, Perusahaan Pcngelola Kawasan Industri maupun oleh masing-masing
Perusahaan Indsutri.

- Ketentuan spesifik yang berkaitan dengan rencana Perusahaan Kawasan Industri dengan
yang bersangkutan.

Tata Tertib Kawasan Industri menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian
tentang pengelolaan Kawasan Industri dan penggunaan kapling industri antara Perusahaan
Kawasan Industri dengan Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industri,
sehingga masing-masing pihak terikat kepada kesepakatan yang disetujui dalam perjanjian
tersebut.

Susunan Tata Tertib Kawasan Industri harus mencakup hal-hal pokok sebagai berikut :

BAB I

BAB Il

BAB Il

BAB 1V

PENDAHULUAN, berisi penjelasan tentang Kawasan Industri, Perusahaan
Kawasan Industri dan Perusahaan Pengelola Kawasan Industri.

MAKSUD DAN TUJUAN, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Tata
Tertib Kawasan yang mengikat Pcrusahaan Kawasan Industri, Perusahaan
Pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam
Kawasan Industri sesuai hak dan kewajibannya.

PENGERTIAN, berisi penjclasan lcnlanf; istilah yang digunakan di dalam Tata
Tertib Kawasan Industri scperti Hak Atas Tanah, perizinan-perizinan yang
diperlukan, peraturan bangunan, kegiatan pengendalian dampak dan lain-lain.

JENIS INDUSTRI YANG DAPAT DITAMPUNG DI 5ALAM KAWASAN
INDUSTRI, berisi penjclasan tentang jenis industri yang dapai ditampung dalam



BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X
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Kawasan Industri, terutama yang terkait dengan daya dukung lingkungan Kawasan
Industri yang bersangkutan.

Dalam BAB ini juga dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh
masing-masing perusahaan industri, sesuai jenis industrinya agar pengalokasian
dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta program pengendalian dampak
di dalam Kawasan Industri dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan
yang ada.

PRASARANA DAN SARANA PENUNJANG KAWASAN INDUSTRI, berisi
penjelasan tentang prasarana dan sarana penunjang yang sudah/akan disediakan
oleh Perusahaan Kawasan Industri termasuk ketentuan tentang kapasitas, jadwal
pembangunan/penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pola pembiayaannya.

LINGKUP PELAYANAN KAWASAN INDUSTRI, berisi penjelasan tentang
pelayanan Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Pengelola Kawasan
Industri yang ditawarkan kepada Perusahaan Industri sesuai dengan rencana
Perusahaan Kawasan Industri.

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI ATAU
PERUSAHAAN PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI, berisi penjelasan
tentang hak serta kewajiban Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan
Pengelola Kawasan Industri.

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI, berisi penjelasan tentang
hak serta kewajiban Perusahaan Industri.

PERATURAN BANGUNAN, berisi penjelasan tentang ketentuan bangunan
industri di dalam Kawasan Industri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Bangunan Industri.

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, berisi penjelasan yang berkaitan
dengan program pengendalian dampak sebagai tindak lanjut dari AMDAL
Kawasan Industri.
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NOMOR
TANGGAL

STANDAR TEKNIS KAWASAN INDUSTRI

I Standar teknis yang berlaku bagi Perusahaan Kawasan Industri.
1. Perusahaan Kawasan Industri wajib mencadangkan tanah Kawasan Industri menurut
ketentuan penggunaan tanah di dalam Kawasan Industri sebagai berikut :
LUAS LAHAN DAPAT DIJUAL(MAKSIMAL 70%
Luas Kapling Kapling Jalan dan Sarana Ruang
Kawasan Industri Kapling Komersial |  Perumahan Penunjang Terbuka Hijau
Industri Lainnya
10-20 ha 65% - 70% maksimal 10% maksimal 10% | sesuai kebutuhan | minimal 10%
>20 - 50 ba 65% - 710% maksimal 10% maksimal 10% | sesuai kebutuban | minimal 10%
>50 - 100 ha 60% - 710% maksimal 12"/, % | maksimal 15% | sesuai kebutuhan minimal 10%
>100 - 200 ha 50% - 70% maksimal 15% maksimal 20% | sesuai kebutuhan | minimal 10%
>200 - 500 ha 45% - 70% maksimal 17'/,% 10% - 25% sesuai kebutuhan | minimal 10%
>500 ha 40% - 70% maksimal 20% 10% - 30% sesuai kebutuhan | minimal 10%
Keterangan 1) Kapling komersial adalah kapling yang disediakan oleh Perusahaan Kawasan

Industri untuk sarana penunjang scperti perkantoran, bank, pertokoan/tempat
berbelanja, tempat tinggal sementara, kantin dan sebagainya.

2) Kapling perumahan adalah kapling yang discdiakan olch Perusabaan Kawasan
Industri untuk perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya scperti tempat
olch raga dan sarana ibadah.

3) Fasilitas yang termasuk prasarana penunjang lainnya antara lain adalah pusat
kesegaran jasmani (fitness center) pos pelayanan telekomunikasi, saluran
pembuangan air hujan, instalasi penycdiaan air bersih, instalasi penyediaan tenaga
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listrik, instalasi tclckomunikasi, instalasi pengelolaan air limbah industri, unit
pemadam kebakaran,

4)  Persentasc mengenai penggunaan tanah untuk jalan dan sarana penunjang lainnya
disesuaikan menurut kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Dacrah Tingkat [I yang bersangkutan.

5) Persentase nuang terbuka hijau  ditetapkan minimal 10% scpanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

2. Ketentuan tentang pemanfaatan tanah untuk bangunan diatur scsuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Perusahaan Kawasan Industri wajib mengusahakan penyediaan prasarana & sarana
sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. Jaringan jalan lingkungan dalam Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan teknis
yang berlaku;

b. Saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara kepada saluran
pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis Pemerintah Daerah setempat;

c. Instalasi penyediaan air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling
industri, yang kapasitasnya dapat memenuhi permintaan yang sumber aimya dapat -
berasal dari Perusahaan Air Minum (PAM) dan/atau dari sistem yang diusahakan
sendiri oleh Perusahaan Kawasan Industri;

d. Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN yang sumber tenaga listriknya dapat berasal dari PLN dan/atau dari sumber
tenaga listrik yang diusahakan sendiri olch Perusahaan Kawasan Industri dan atau
Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri;

e. jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang
berlaku;

t. Sarana pengendalian dampak misalnya : pengolahan air lirﬁbah industri,
penampungan sementara limbah padat sesuai dengan keputusan persetujuan
ANDAL, RKL dan RPL Kawasan Industri;

g. Penerangan jalan pada tiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Unit perkantoran Perusahaan Kawasan Industri/Perusahaan Pengelola Kawasan
Industri;

i. Unit pemadam kebakaran;

J Pecrumahan bagi pekerja industri dengan harga yang terjangkau untuk Kawasan
Industri yang luasnya lebih dari 200 hektar.
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.L

NOMOR : 50/MPP/Kep/2/1997
TANGGAL : 20 Pebruari 1997

1. FORMULIR PERMOHONAN

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Permintaan Persetujuan Prinsip .........ccocevveveeecceveeccenencncennecienceennnn Model PMK-I
Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek Kawasan Industri ............ Model PMK-II
Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri .............. Model PMK-III
Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri ........ Model PMK-1V
Informasi Kegiatan Usaha Kawasan Industri (Semester I) .................. Model PMK-V
Informasi Kegiatan Usaha Kawasan Industri (Laporan Tahunan) ..... Model PMK-VI
Surat Pernyataan .......c.covivieriniiereniicceeis e s sae s essnnees Model PMK-VII

2. FORMULIR ISIAN OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK

Persetujuan Prinsip .....cccocvieuiniiniiicenicerce e ssessnssessesnessessasssessnsennes Model PIK-I
Berita Acara Pemeriksaan Untuk Izin Usaha K.1./Izin Perluasan K.I. Model PIK-II
Izin Usaha Kawasan Industri ........c.ccveeeeeiciimniicciicniressrecneeenserennns Model PIK-IIT
Izin Perluasan Kawasan INQUSHT ........ccovivinieiiienineniinseenennesssenssnnns Model PIK-IV
Penundaan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan

INAUSETT ceveeeeeeeeceeereeer et rrtee et eesissve st essaecrsessesstesssesssssssesssseassennsaens Model PIK-V
Penolakan Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan

Kawasan INAUSHL ....eeceeeerereeieiiieecticeeccseeecineeestseessssesssesresssansessens Model PIK-VI
Teguran ke ........ tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Kawasan

(Ve 1V L] 1 o U U Model PIK-VII
Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan

ENAUSEIT oottt eessr s s s e srecesnsessnseesssssasasssnnsns Model PIK-VIII
Pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan .

TRAUSEET oveveieeereeeceerrecreseesesnierereeseeseesses e sas e sessssssessesnerssesssasessases Model PIK-IX
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KOP SURAT PERUSAHAAN
Diisi Oleh Pemohon Model PMK-I
Nomor D st asaens et ens Kepada Yth.
Lampiran : .o

Perihal :  Permintaan Persetujuan Prinsip, Sekretaris Jenderal Dep. Perindustrian dan

dan Perdagangan
di -

JAKARTA

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip,

dengan data sebagai berikut :

1. Nama pemohon/perusahaan
2. NPWP

3. Alamat pemohon/perusahaan

4. Bidang Usaha

5. Rencana Lokasi (Desa,
Kec,Kab/Kodya,Prop)

6. Luas tanah
7. Nilai Investasi
8. Status Investasi

9. Jumlah Tenaga Kerja
- Tenaga Kerja Perusahaan
Kawasan Industri
- Proyeksi Jumlah Tenaga
Kerja Perusahaan
Industri

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

............................................................................................

.......................................... ha
Rp. e,
Non PMA/PMDN
........................................ orang
........................................ orang



Model PMK-I

Sebagai bahan pertimbangan, bersama int kami lampirkan :
Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
Foto copy Kartu NPWP
Sketsa Rencana Lokasi (Desa, Kec, Kab/Kodya, Prop)
Surat Pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa “Rencana Lokasi terletak dalam
kawasan peruntukan industri sesuai RUTR/RDTR, dan tidak terletak pada lahan yang
beririgasi teknis”.

Sekian, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Nama dan tandatangan pemohon
(asli bermeterai Rp. 2.000,-)

TEMBUSAN :

VRN LD~

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Gubernur Kepala daerah Tingkat I ..........c.cocovereeenenen.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya ..........ccccevueuenne

Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KAKANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi .............
KAKANWIL Pertanahan Propinsi ......c.cccoccvevenineennenne.

10. Pertinggal.

28/pmk-1.doc/ep
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KOP SURAT PERUSAHAAN

iisi Qleh Perusahaa

Nomor
Lampiran
Perihal

Tahun

.......................................

Model PMK-II

................ Kepada Yth.
Informasi Kemajuan Pembangunan
Proyek Kawasan Industri.

Sekretaris Jenderal Departemen

Perindustrian dan Perdagangan
di -

.......................

.  KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan
NPWP

Alamat Kantor/
Alamat Perusahaan

Nomor Telepon/Telex/Fax
Lokasi Kawasan Industri
(Desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya,
Propinsi)

Akte Pendirian Perusahaan

Nama Notaris dan Nomor

Penanggung Jawab
Perusahaan

Nama Direksi dan Dewan
Komisaris

Nomor dan Tanggal
Persetujuan Prinsip

JAKARTA

....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

£ x



Model PMK-II
I,  PENYELESAIAN PERIZINAN

Izin-izin yang telah diperolch L e,

8. dan seterusnya terlampir.
III. PENYELESAIAN DOKUMEN

1. Rencana Tata Ruang wilayah :  belum ada/sedang dibuat/ada *)
2. Rencana tapak tanah (Site Plan)

Kawasan Industri yang disahkan

oleh Pemerintah Daerah . belum ada/sedang dibuat/ada *)

3. Hasil studi AMDAL (ANDAL,
RKL, RPL) yang telah disetujui :  belum ada/sedang dibuat/ada *)

4. Tata Tertib Kawasan Industri :  belum ada/sedang dibuat/ada *)
IV. KESIAPAN FISIK
1. Pembebasan tanah

(a) Rencana pembebasan tanah D eeeteereeeeeesresarens ha

Tahap Luas (ha) Jadwal (Tahun) Prosentase (%)

I

11

I

v

(b) Realisasi Pembebasan Tanah Lokasi ..........cue.......... ha(............. %)
(lampirkan peta 1 : 10.000).

2. Pembentukan muka tanah (cut & fill)
Rencana ........coovvveeeee. ha, rcalisasi ...........c.eeu.e.... 1T Y (O %)

3. Pclaksanaan Pcmbangunan Prasarana

28/pink-2.doc/ep
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Model PMK-II
' 3. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana
Prasarana Rencana Realisasi Yo
1. Jaringan jalan km km
2. Saluran air hujan km km
3. Instalasi penyediaan air bersih m"/jam ms/jam
4. Jaringan distribusi air bersih km km
5. Instalasi Tenaga Listrik MVA/KVA | MVA/KVA
6. Jaringan distribusi tenaga listrik km km
7. Sambungan telkom ss ss
8. Jaringan Distribusi Telkom km km
9. Instalasi pengolahan air limbah m’/jam m’/jam
10. Jaringan pengumpul air limbah Industri km km
11. Penampungan sementara limbah padat (B3) m’ m’
12. Penampungan sementara limbah padat Non (B3) m’ m’
13. Penerangan Jalan Umum (PJU) unit unit
14. Pagar Kawasan Industri m m
4. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang
Sarana Penunjang Rencana Realisasi | %

1. Kantor pengelola kawasan industri unit unit
2. Fasilitas Bank m’ m’
3. Fasilitas Kantor Pos m’ m?
4. Kantor Pelayanan Telekomunikasi m’ m’

5. Poliklinik m’ m’
6. Kantin m’ m’

7. Sarana Ibadah m’ m’

8. Rumah Penginapan Sementara m? m’
9. Pos Keamanan m’ m’
10. Sarana Kesegaran Jasmani m’ m’
11. Halte Pengangkutan Umum m’ m?
12. Unit Pemadam Kebakaran unit unit
13. Perumahan Karyawan Industri unit unit
14. Fasilitas Penunjang lainnya unit unit

5. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Eksternal :

a
b.
c
d

28/pmk-2.doc/ep

Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri
Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri
Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri
Jalan akses ke Kawasan Industri

ada/belum *)
ada/belum
ada/belum
ada/belum



Model PMK-II

V. RENCANA OPERASI KOMERSIAL KAWASAN INDUSTRI

1. Rencana mulai dipasarkan tahun ............cccovnvnenne luas oo ha
2. Rencana pemasaran selanjutnya (lampirkan rencana pemasaran tahunan).

VI. MASALAH YANG DIHADAPI

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Nama dan Tanda Tangan
Cap Perusahaaan

( Direktur)
TEMBUSAN :

o

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2.  Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan

Perdagangan.

4.  Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ........ccccoeeniueininnnns

Bupati Kepala Daerah Tingkat Il/Walikotamadya ...........ccouevuen.e.
Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan

w

o N

9.  Pertinggal.

*) Coret yang tidak ‘perlu

28/pmk-2.doc/ep



Diisi Oleh Pemohon Model PMK-III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

L KETERANGAN UMUM

1. Pemohon
a. Nama pemohon/kuasa

b. Alamat

c. Nomor Telepon/Telex/IFax

2. Perusahaan
a. Nama Perusahaan
b. NPWP
c. Alamat Kantor
d. Nomor telepon/Telex/Fax

e. Bidang Usaha

f. Akte Pendirian Perusahaan/

Notaris

g. Nomor dan Tanggal
Persetujuan Prinsip

h. Izin-izin yang tclah dipcrolch

i. Pimpinan Pcrusahaan

(susunan Dircksi dan Komisaris Perusahaa

28/pmk-3.doc/ep

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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-2.
Model PMK-III
Il PROYEK YANG DIMOIHON

(scsuai dengan form PMK-I1)

1. a. Lokasi Kawasan Industri e
(Desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya,
Propinsi

b. Luas Kawasan Industri D et ha
¢. Penggunaan
1) Kapling Industri D treereeeeeeeeaens ha(............ % )
2) Kapling untuk Bangunan
Pabrik Siap Pakai (BPSP) D eeevrereeeeertrettennnns ha(........... %)
3) Luas jalur prasarana D e ha(........... %)
4) Luas Ruang Terbuka/Hijau D e ha(............ %)
5) Luas kapling untuk sarana
penunjang D eeeeeesecieenenanns ha(......... %)
Jumlah D et ha(.......... %)

2. Rencana Pelaksanaan/Pembangunan Fisik :
(lampirkan jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang
baik yang ada dalam Kawasan Industri maupun sarana penunjang eksternal).

III. NILAI INVESTASI

1. Nilai Investasi DORPe e
2. Modal Pinjaman CORPe e
3. Modal Sendiri R 3

(lampirkan proyeksi biaya pembebasan tanah dan pematangan tanah)

IV.  TENAGA KERJA

I. Penggunaan tenaga kerja Indonesia

a. Laki-laki L s orang
b. Wanita L e e, orang
Jumlah D e anes orang
28/pmk-3.doc/ep



Model PMK-III

2. Penggunaan tenaga kerja Asing

a. Laki-laki L ereeeseenee e e orang

b. Wanita D e orang
Jumlah e orang

c. Negara asal e e e e et sae e ennereeenans

b. Keahlian e et s e

e. Jangka waktu di Indonesia D e bulan ......ccceeeenne tahun

Demikian Daftar Isian ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan tandatangan pemohon
(asli bermeterai Rp. 2.000,-)

(corrrrmerrernreneeteseet e e aeesaasas )

TEMBUSAN :
1.  Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2.  Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian

dan Perdagangan.
4.  Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ..........ccccoeueienncncns
6.  Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya ..........ccccovrvreeencee
7.  Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan. ,
8.  Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi ....................
9.  Pertinggal.
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*Diisi Oleh Pemol

Model PMK-IV

DAFTAR ISIAN

I.  KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

a.
b.

C.

Nama pemohon/kuasa
Alamat

Nomor Telepon/Telex/Telefax

2. Perusahaan

op

Nama Perusahaan
NPWP
Alamat Kantor

Nomor Telepon/Telex/Telefax
Bidang Usaha

Nomor Akte Pendirian
Perusahaan/Nama Notaris
Penanggung Jawab
Perusahaan

Nama Direksi dan

Dewan Komisaris

Nomor dan Tanggal
Persetujuan Prinsip

Izin-izin yang telah diperoleh
(Izin Lokasi, IMB, HGB,
ANDAL, RKL & RPL

Izin Usaha

Kawasan Industri)

Pimpinan Perusahaan

UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

.................................................................

.................................................................

(Susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan terlampir)



~
[

.  PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIMOHON

l. a.

Lokasi kawasan Industri

(Desa, Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya,

Model PMK-IV

.................................................................

Propinsi) e e e eee e
b. Luas Kawasan Inustri
yangdimohon ha
c. Rencana Peruntukan Kawasan Industri
Sebelum | Perluasan Jumlah Persentase
Perluasan | Dimohon Luas Tambahan
(ha) (ha) (ha) (%)

1) Kapling Industni

2) Kapling untuk
Bangunan Pabrik
Siap Pakai (BPSP)

3) LuasJalur Prasarana

4) Luas Ruang Terbuka/Hijau

5) Luas Kapling untuk
Sarana Penunjang

(Lampirkan peta rencana peruntukan lahan)

2. Rencana Pelaksanaan /Pembangunan Fisik :

(Lampirkan jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang

baik yang ada dalam Kawasan Industri maupun sarana penunjang eksternal)

III. NILAI INVESTASI

Sebelum Perluasan Jumlah Persentase
Perluasan | Dimohon (Rp) Tamtgahan
(Rp) (Rp) (%)
1) Nilai Investasi
2) Modal Pinjaman
3) Modal Sendiri
Jumlah
IV. TENAGA KERJA
1. Penggunaan tenaga kerja Indones..
a. Laki-lake orang, rencana tambah ....... orang
b. Wanita - orang, rencana tambah ....... orang
Jumiah : ... orang, rencana tambah ....... orang.

*

28/pmk-4.doc/ep
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Model PMK-IV
2. Penggunaan tenaga kerja Asing

a. Laki-laki . .......orang, rencana tambah ....... orang
b. Wanita D e orang, rencana tambah ....... orang
‘ Jumlah ... orang, rencana tambah ....... orang
c. Negara asal L ereeeeisseresaenessssae e betsasrtsbsrsanas et basannats
d. Keahlian L erreereresseseeraaeeeseeeet s a e b e eas e s ean s

e. Jangka waktu tinggal (rencana)
di Indonesia D eeveeeressesennesressestorsstersansesarserasastarsss bulan

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan tandatangan pemohon
(asli bermeterai Rp. 2.000,-)

TEMBUSAN :

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ......oocniiciiiiiinnnanss
Bupati Kepala Daerah Tingkat I/Walikotamadya .......ccc..oeceuvec.
Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi ......ccoeereerescenenns

9. Pertinggal.

Sl ol e

O NAW

28/pmk-4.doc/ep



Diisi

Nomor
Lampiran
Perihal

..........................................

..........................................

Informasi Kegiatan Usaha

Kawasan Industri.

Semester Pertama

Tahun .........

..............

I.  KETERANGAN UMUM

1. Perusahaan

a.
b.
c.

d.
e.

Nama Perusahaan
Bidang Usaha
Alamat Kantor

Nomor Telepon
Nomor Fax

2. Kawasan Industri

a.

Nama Kawasan Industri

b. Alamat

C.

Nomor telepon

d. Nomor Fax

[I. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

1. Luas Kawasan Industri

2. Pembebasan Lahan

a.

b.

Rencana pembebasan

Realisasi pembebasan

Model PMK-V

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian dan Perdagangan
di -

JAKARTA

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................

Kecamatan ......c.ooveeeereercrmennieinennesnessesssnsnnnnans
Kabupaten/Kotamadya ..........coceeurinsmianencnne
0] 1111 SOOI S AR

.......................................................................

.......................................................................



Model PMK-V

3. Penyediaan lahan kapling industri (termasuk kapling untuk Bangunan Pabrik Siap
Pakai) :

a. Rencana penyediaan

kapling industri 1 ha
b. Realisasi penyediaan
kapling industri ha
4. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana
Prasarana Rencana Realisasi | %

1. Jaringan jalan km km
2. Saluran air hujan km km
3. Instalasi penyediaan air bersih m’/jam m’/jam
4, Jaringan distribusi air bersih km km
5. Instalasi Tenaga Listrik MVA/KVA | MVA/KVA
6. - Jaringan Distribusi Tenaga Listrik km km
7. Sambungan Telkom ss ss
8. Jaringan Distribusi Telkom km km
9. Instalasi pengolahan air limbah m3/jam m’/jam
10. Jaringan pengumpul air limbah Industri km km
11. Penampungan sementara limbah padat (B3) m’ m’
12. Penampungan sementara limbah padat Non (B3) m’ m’
13. Penerangan Jalan Umum (PJU) unit unit
14. Pagar Kawasan Industri m m

28/pmk-5.doc/ep



5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Model PMK-V

Sarana Penunjang Rencana Realisasi Yo
1. Kantor pengelola kawasan industri unit unit
2. Fasilitas Bank m’ m’
3. Fasilitas Kantor Pos m’ m’
4. Kantor Pelayanan Telekomunikasi m’ m’
5. Poliklinik m’ m’
6. Kantin m’ m’
7. Sarana Ibadah m’ m’
8. Rumah Penginapan Sementara m’ m’
9. Pos Keamanan m’ m’
10. Sarana Kesegaran Jasmani m’ m’
11. Halte Pengangkutan Umum m’ m?
12. Unit Pemadam Kebakaran unit unit
13. Perumahan Karyawan Industri unit unit
14. Fasilitas Penunjang lainnya unit unit
6. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Berikat
a. Rencana penyediaan
Kawasan Berikat e eeeeaeenreeaeens ha
b. Realisasi penyediaan
Kawasan Berikat D e sa s nenes ha

28/pmk-5.doc/ep
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PEMASARAN *)

Penjualan/Penyewaan Kapling Industri Siap Bangun :

Model PMK-V

Sampai dengan Pada
Kapling Industri Semester Semester Jumlah
Siap Bangun Sebelumnya Berjalan
unit ha unit ha unit ha
Yang telah disiapkan
Yang telah terjual
Yang telah tersewa
Yang masih tersedia
2. Penjualan/Penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) :
Sampai dengan Pada
Bangunan Pabrik Semester Semester Jumlah
Siap Pakai Sebelumnya Berjalan
unit ha unit ha unit ha
Yang telah disiapkan
Yang telah terjual
Yang telah tersewa
Yang masih tersedia

3. Penjualan/Penyewaan Lah
industri) :

an atau Bangunan

lain (di luar untuk kegiatan-kegiatan

Jenis Penggunaan
Lahan/Bangunan

Sampai dengan Pada _
Semester Semester Jumlah
Sebelumnya Berjalan
unit ha unit ha unit ha

28/pmk-5.doc/ep



4, Kegiatan

Model PMK-V

pelayanan lain yang menunjang/membantu kepentingan para perusahaan

industri pengolahan yang beroperasi dalam Kawasan Industri :

sesessantsssene

aseenssorsasise

esvasrasenccnes

sesassscssssoes

sssacsssnaneve

etessassmrustssastsreassasieenRetesarTsnn sesesncusesnsnen sevsnvane . caan

ectessecietasutatresnEesrIaNItsesanIaONsIsENsRTITTRERIS TSRO RESS [ e r o e PR T LR LA LR R AL AR A

enseemeasrirssesaaatisesntiren . etesssssresvssnsietsuserssonnuy eeasmsesssssnnsesanetraansInenes
eacssseasistancsssTErooeResesoadrstesacnareresene ssassesnressesnes

esvesssasencsescsssanensentes

esasssesmsessscacerente T R L A LR LS A sssnaersae

eestesasseretssncsieratistat eI ssIRTRISY ....-.u.....u...nu-.-u.-n.---..".--uu-..u..n..............u.....-u.-
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IV. PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI

Model PMK-V
a. Kapling Industri :
| ‘ Tahap Nilai Pemasaran Produksi
I : ; Kegiatan : Jumiah
Nama Jenis ' Status : Negaral Nilai - No. , Luas (dicadangkan, Kapasitas Total Ekspor Datam Negeri Tenaga
No. Perusahaan ' Industri/ - Investasii Asal ;. Investasi Kapling: Kapling pra-konsbruksi.  Produksi ~ per Tahun  per Tahun per Tahun Kerfja
I Bidang Usaha: : | (m2) = konstruksi,  perTahun - (USS) (US S) s s) .
| : ‘ i ! produksi) Lokal Asing
i ! i :
! ' 1 !
_ ' I §
1 i H
1 ' !
i ]
' ; B
- j
- ]
[ [ i
——— : : :
i ! ;
- | ! ' 3,
' | | ! ;
! ! : i
l i ! '
i ] i i
T T ; ! ; |
— e e —_ . : i :
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h. Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)

Model PMK+V .

28pmk-5a‘ep

- 5 : Tahap : Nilai Pemasaran  Produksi o
| Kegiatan : Jumiah :
. . [} : . .
Nama Jenis i  Status Negara Nilai No. Luas | (dicadangkan,| Kapasitas : Total | Ekspor = Dalam Negeri Tenaga ;
No. Perusghaan Industri/ | Investasi Asal Investasi | BPSP BPSP | pra-konstruksi]  Produksi ! per Tahun ! per Tahun {  per Tahun Kerja i
: tiidang Usaha (m2) konstruksi, | perTahun | (USS) (uss) ! (uss) '
produksi) i i Lokal . Asing |
e T T
i | ! ‘
- e ! : 7
s e
I : ‘ |
e e | . ;
—— ; : i
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Model PMK-V

V. PERMASALAHAN **)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenamnya dan apabila temyata tidak benar kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan

Penanggung Jawab :
Nama terang .....ccccceeeeeimeeieniasasaseenese
Jabatan ......cceceeeeennrene e

TEMBUSAN :

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM.
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ..o
Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II/'Walikotamadya ..........cc.......
Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Pertinggal.

Calb ol M

00N

Catatan . *)  Sebagai kelengkapan informasi agar dilampirkan daftar terpisah yang
dilampiri dengan peta perkembangan Kawasan Industri di atas format
Rencana Tapak.
**)  Disampaikan dalam lembar terpisah.

28/pmk-5.doc/ep



Diisi Oleh Perusahaan Model PMK-VI
Nomor D e Kepada Yth.
Lampiran D e
Perihal . Informasi Kegiatan Usaha Sekretaris Jenderal Departemen

Kawasan Industri. Perindustrian dan Perdagangan

di -
JAKARTA

Tahun ..o

I.  KETERANGAN UMUM

1. Perusahaan

a. Nama Perusahaan D eeeeeressereseeeesessestennnrseeeteetrteererertrnna—t——arrann——————_—e
b. Bidang Usaha L eeeereerereseee e eenreeaes st et st eene e ta s st saeeaesnatsate s
c. Alamat Kantor D eeeteeeeseeessneseesesseseestnresiessraaaretestbrraesasasassseananens
d. Nomor Telepon D eeeeseesesressesseesrseesraeasnesneenensestesaranteseesasasaesne
e. Nomor Fax D eeeeeseeseseesesessbttarsnsabearatatetaaaeaaesiaenbannneseeeananrnte

2. Kawasan Industri

a. Nama Kawasan Industri L rreeteeseressiestessesarraarrteeeeaaanrntesenrnae e nareneannsrranss

b. Alamat D eeeerveeesessesteseeeseserttateteeeetetesasasannreteseasaarannnraaere

DIESA ceeneeeeeeeeeeeeeeeetteeeeessrereesenssaessesresennrreens

Kecamatan ........cooevvvemrvmmrrmmeeneeeeerieemmennernneees

Kabupaten/Kotamadya ............ccceeuneceennnnnns

4 (0] 31 1] (OO

¢. Nomor Telepon L reertesteeeesteeeaeeeraeteeste ety e a et e et e et aeeee e beseserne

d. Nomor Fax D eetteerteeereeessestteeeeeaeteea—restsrraeeesaaneseearbaresnnten

II. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

1. Luas Kawasan Industri L eeettereteereiirreiaaeeereasraaranaa——— ha
2. Pembebasan Lahan L et rerrraeeenraesseaarreaas ha
a. Rencana Pembebasan L et et eeterer—————————————verveun—————— ha
b. Realisasi et r e e e et ee s earaane ha

28/pmk-6.doc/ep



Model PMK-VI

3. Penyediaan Lahan Kapling Industri (termasuk kapling untuk Bangunan Pabrik Stap

Pakai) :
a. Rencana Penyediaan
Kapling Industri ¢ ha
b. Realisasi Penyediaan
Kapling Industri =~ I ha
4. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana
Prasarana Rencana Realisasi %
1. Jaringan Jalan km km
2. Saluran air hujan km km
3. Instalasi penyediaan air bersih m3/jam m’/jam
4. Jaringan distribusi air bersih km km
5. Instalasi Tenaga Listrik MVA/KVA | MVA/KVA
6. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik km km
7. Sambungan Telkom ss ss
8. Jaringan Distribusi Telkom km km
9. Instalasi pengolahan air limbah m3/jam m’/jam
10. Jaringan pengumpul air limbah Industri km km
11. Penampungan sementara limbah padat (B3) m’ m’
12. Penampungan sementara limbah padat Non (B3) m’ m’
13. Penerangan Jalan Umum (PJU) unit unit
14. Pagar Kawasan Industri m m
28/pmk-6.doc/ep



Model PMK-VI

5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang Rencana Real | %

isasi

1. Kantor Pengelola Kawasan Industri unit | unit
2. Fasilitas Bank m’| m
3. Fasilitas Kantor Pos m’ m’
4. Kantor Pelayanan Telekomunikasi m?| m
5. Poliklinik m?{ m’
6. Kantin m| m
7. Sarana [badah m? m’
8. Rumah Penginapan Sementara m’| m’
9. Pos Keamanan m’ m?
10. Sarana Kesegaran Jasmani m’ m?
11. Halte Pengangkutan Umum m’ m’
12. Unit Pemadam Kebakaran unit | unit
13. Perumahan Karyawan Industri unit | unit
14. Fasilitas Penunjang lainnya _ unit | unit

6. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Berikat

a. Rencana Penyediaan
Kawasan Berikat DT reeresestsensesssesssrtossassannasasereasas ha

b. Realisasi Penyediaan
Kawasan Berikat D eeeeeeeerseseeee et bee s ena e ha

28/pmk-6.doc/ep



III. PEMASARAN *)

1. Penjualan/Penyewaan Kapling Industri Siap Bangun :

Model PMK-VI

Sampai dengan Pada
Kapling Industri Semester Semester Jumlah
Siap Bangun Sebelumnya Berjalan
unit ha unit ha unit ha
Yang telah disiapkan '
Yang telah terjual
Yang telah tersewa
Yang masih tersedia
2. Penjualan/Penyewaan bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) :
Sampai dengan Pada
Kapling Industri Semester Semester Jumlah
Siap Pakai Sebelumnya Berjalan
unit ha unit -| ha unit ha
Yang telah disiapkan
Yang telah terjual

Yang telah tersewa
Yang masih tersedia

3. Penjualan/Penyewaan Lahan atau Bangunan lain (di luar untuk kegiatan-kegiatan

industri) :

Jenis Penggunaan
Lahar/Bangunan

Sampai dengan Pada
Semester Semester ~ Jumlah
Sebelumnya Berjalan '
unit ha unit ha unit | ha

28/pmk-6.doc/ep
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Model PMK-VI

Kegiatan pelayanan lain yang menunjang/membantu kepentingan para perusahaan
industri pengolahan yang beroperasi dalam kawasan Industri :

reasmsmresseansesinrasteatITevadttisEeTebesneTsoANSTETIIOOO SnrY F T R e R R L Cssssssnsan sesessacan sesnens

PP T T R TR TP PR TSI RIS S LA AR A LA

teeevansestesesbedeuaseaerieoTraARSEseTraestirotniteTetastotsresRasseThio IR IRSS

P et ST R YR PP ERE I TR R ALEL AL AL LA LA

csservennsee T T X L LS T LR PR PRSI AL S S LR A At

.-....-a..o-.....-...--....-........-...--....--.---.-....-...-....o.......-o...-...-...-a.---.-.-..--.
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b. Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)

Model PMK~VI

. i Tahap Nilai 'Pemasaran Produksi
g ‘ . Kegiatan Jumiah
Nama Jenis Status Negara | Nilai No. Luas ' (dicadangkan, Kapasilas . Total Ekspor  Dalam Negeri- Tenaga
No., Perusahaan Industri/ Investasi Asal Investasi BPSP .BPSP = pra-konstruksi  Produksi = per Tahun per Tahun per Tahun Kerja
' * Bidang Usaha: . (m2) konstruksi, per Tahun (US $) (USS) (US $) :
i I produksi) : Lokal Asing
| :
! :
i :
I ;
]
i j
i : ]
i : i
! i ]
T ;
- ;
- ’ ] 1 i _ ' _
5 i
! ;
1 .
! :
]
:
i
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Model PMK-VI

V. KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagai pelaksanaan RKL):
(Laporkan tahap pelaksanaan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
yang telah disetujui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada lembar
terpisah).

b. Pemantauan Lingkungan Hidup (sebagai pelaksanaan RPL) :
(Laporkan tahap pemantauan dan hasil pemantauannya sesuai dengan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Menteri Perindustrian dan
Perdagangan, baik pemantauan yang dikerjakan oleh Perusahaan Kawasan
Industri/Pengelola Kawasan Industri ataupun dalam bekerja sama dengan Instansi yang
berwenang pada lembar terpisah).

VI. PERMASALAHAN **)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

............................... gessssrecessinaacisrronrsrosrstronasasees

Tanda tangan

Penanggung Jawab :
NamMa tErang .......coverreremrirereesernssnirssssnssassscess
JADALAN «eoeevieecireerreee e tnire s sanse st arens
TEMBUSAN :
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2.  Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM.
3.  Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ..o

Bupati Kepala Daerah Tingkat [I/'W alikotamadya ........cceveureene

Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi .......cccoceeeininnes
Pertinggal.

Voo NaWw

._.
e

Catatan : *) Sebagai kelengkapan informasi agar dilampirkan daftar terpisah vang
dilampiri dengan peta perkembangan Kawasan Industri di atas format
Rencana Tapak.
**)  Disampaikan dalam lembar terpisah.

28/pmk-6.doc/ep
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Modcl PMK-VII
KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penanggung Jawab
Alamat Penanggung Jawab/Kuasa
Nama Perusahaan
Nomor Po‘kqic Wajib Pajak (NPWP)
Alamat @itor Pusat/Perusahaan
Alamat.Pabrik/Lokasi di dalam Kawasan Industri
Nomor Telepon/Fax/Telex
Jenis Industri

*%, KLUKKI

| %engan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan penyeclesaian pengurusan Perizinan di dalam

Kawasan Industri seperti IMB, HGB, Izin Penggunaan Bangunan, Izin Penggunaan tenaga Kerja
Asing, dan perizinan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka :

|. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi terkait dengan pembangunan
pabrik dan sarana produksi.

2. Kami berscdia menyelesaikan pembangunan pabrik, sarana produksi, serta perizinan industri
selambat-lambatnya 4 (cmpat) tahun scjak diterbitkan SPP Presiden, SP Penanaman Modal
atau Izin Usaha Industri.

3. Apabila kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan schagaimana dimaksud butir |
dan 2, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabul Izin Usaha industrinya scrta
bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala akibat hukum scsuai dengan
peraturan perundang-undagan yang berlaku.

oy



Model PMK-VII
Bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Keterangan dari Perusahaan Kawasan Industri,

bahwa perusahaan industri scbagaimana dimaksud diatas akan dibangun dilokasi Kawasan
Industri.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan,

materai Rp. 2.000,-

Direktur/Penanggung Jawab

28/pmk-7.doc/ep



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat Model PIK-I
Nomor D eeverressreessesesseesssossessssssassssanenss evesssesssssnsesrenseieeenes s rrerreeeeenieiesnreneenee
Lampiran @ e
Perihal :  Persetujuan Prinsip. Kepada Yth.
di -
Sehubungan dengan surat permintaan Saudara NOmor ................. tanggal ..............

perihal pokok surat diatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian dan Keputusan Presiden R.. Nomor 41 Tahun 1996 dan  peraturan
pelaksanaannya, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui
rencana Saudara untuk mendirikan perusahaan dalam bidang usaha Kawasan Industri dengan
rincian sebagai berikut :

1. Luas tanah
2. Lokasi
a. Desa/Kelurahan
b. Kecamatan
c. Kabupaten/Kotamadya
d. Propinsi

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

3. Nilai Investasi 20 OO UUROO S OOOPOPIPPPRPPRR SRR
4, Status Investasi Non PMA/PMDN
5. Jumlah TenagaKerja I orang
- Tenaga Kerja Perusahaan
Kawasan Industri 1 orang
- Proyeksi Jumlah Tenaga
Kerja Perusahaan Industri @ orang

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan
proyek setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan
menggunakan formulir Model PMK-II seperti terlampir. Persetujuan Prinsip ini habis masa
berlakunya pada tanggal ........c..cccocoe... ‘dan akan dinyatakan tidak berlaku apabila lokasi tersebut
diatas tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam RUTR.

e



Model PIK-I

Persetujuan Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan
tanah, permohonan Izin Lokasi, perencanaan, penyusunan rencana tapak (site plan) di Kawasan
Industri, penyusunan AMDAL, pembuatan Tata Tertib Kawasan Industri dan usaha
pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan, dan sebagai dasar
pemberian izin Usaha kawasan Industri.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.L.

........................................

TEMBUSAN :

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .....c.cooooviiiieiniiinnnneicnns
Bupati/ Kepala Daerah Tingkat I/Walikotamadya .........ccccecueeveenuene.
Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

. Kepala KANWIL Pertanahan Propinsi ........c..ccoencenceniennc

10. Pertinggal.

Sl o e

© 00 N

28/pik-1.doc/ep



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R L
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Modcl PIK-II

E...Q]] l)"! II) -]

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini .....oonneinnnns tanggal ......ccoonnnnes bulan ............... tahun ............. kami yang
bertandatangan dibawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor ... tanggal
veveeeedeececveead ... dari Sckretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta

sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor e
tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Perusahaan
Kawasan Industri, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Perusahaan L eeeerereereeseeseereteeseetese——aeseteaasanar——_taraseteisesttasttantiaatanetaereenrenasnse
NPWP  eeeeeerieieeesesteteeisessessansstaeesssasabbrnrrrr s esarrerrressosesssenssssarrrrarennerants
Lokasi Kawasan Industri : a. Desa/Kelurahan L eeeeerrtete—ebb——————————————ab abensaanen
b. Kecamatan L eevertrereerarrrreresassartnrrannennanranes

c. Kabupaten/
Kotamadya D eeereeerreriiee e e er st e s s e n b s
d. Propinsi L eeeeeenreerireesreessee s iesseessressaasraneaans

Nomor Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Kawasan
Industri *) D eetirrrteerertesa i st estae et e et e et e et e e e e st e st s e eareeaea s e eesaeeraeeersaeeennnans

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk mempcroleh Izin Usaha kawasan '
Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) dengan hasil sebagai berikut :

1. Kelengkapan Dokumen : 1. Izin Lokasi :  belum ada/sedang dibuat/ada *)

2. Rencana Tapak
‘Tanah (Sitc Plan)
Kawasan Industri
yang disyahkan olch
PEMDA :  belum ada/sedang dibnat/ada *)

3. Hasil Studi AMDAL
(ANDAL, RKL, RPL) '
yang (clah disctujui  :  belum ada/sedang dibuat/ada *)



22-
Model PIK-II

4. Tata Tertib Kawasan Industri belum ada/scdang dibuat/ada *)

2. Kecadaan Fisik Kawasan Industri

a. Luas Kawasan Industri direncanakan 1 ha
b. Tanah yangtelahdibebaskan 1 ha
c. Tanahdimatangkan 1 e ha
d. Kapling industri siap dipasarkan 1 ha
e. Bangunan 1 m’ (eeeeen Unit )
f. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana
Prasarana Rencana Realisasi %
1. Jaringan Jalan km km
2. Saluran Air Hujan km km
3. Instalasi Penyediaan Air Bersih m’/jam msljam
4. Jaringan Distribusi Air Bersih km km
5. Instalasi Tenaga Listrik MVA/KVA | MVA/KVA
6. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik km km
7. Sambungan Tclkom sS s
8. Jaringan Distribusi Telkom km km
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah mjljam mJ/jam
10. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri km km
11. Penampungan Sementara Limbah Padat (B3) m’ m’
12. Penampungan Sementara Limbah Padat Non B3 m’ m’
13. Penerangan Jalan Umum (PJU) unit unit
14. Pagar Kawasan Industri m m

28/pik-2.doc/ep




Model PIK-II

g. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang Rencana Realisasi Yo
1. Kantor Pengelola Kawasan Industri uni% uniE
2. Fasilitas Bank m m;
3. Fasilitas Kantor Pos m; m2
4. Kantor Pelayanan Telekomunikasi m2 m2
5. Poliklinik m2 m
6. Kantin m_ m2
7. Sarana Ibadah m; m2
8. Rumah Penginapan Sementara m m2
9. Pos Keamanan m’ m
10. Sarana Kesegaran Jasmani mf m’
11. Halte Pengangkutan Umum m” m’
12. Unit Pemadam Kebakaran unit unit
13. Perumahan Karyawan Industri unit unit
14. Fasilitas Penunjang lainnya unit unit
h. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Eksternal :
a. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri :  ada/belum *)
b. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri :  ada/belum *)
c. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri : ada/belum *)
d. Jalan Akses ke Kawasan Industri : ada/belum *)
3. Penanganan Pencemaran
a. Unit Pengolahan Limbah :  ada/belum/sedang dibangun *)

b. ANDAL, RKL/RPL :ada/tidak *)

¢. Lain-lain

...........................

28/pik-2.doc/ep
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Model PIK-II

) Adapun data lainnya adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian
Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri Formulir Model PMK-I1I/Daftar Isian Permintaan lzin
Perluasan Kawasan Industri Formulir Model PMK-V *) yang diajukan oleh perusahaan yang

bersangkutan seperti terlampir.

Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri Formulir Model PMK-III
Daftar Isian Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri Formulir Model PMK-IV *) adalah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya
dipergunakan sebagai dasar penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan

Industri.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung jawab Perusahaan Pemeriksa

Nama terang, Jabatan dan Nama terang dan NIP
cap perusahaan

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Menteri Negara Agrari/Kepala BPN.

3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur KDH Tingkat I ......cccooovvreereiennienieenn

Bupati KDH Tingkat II/Walikotamadya .........cc.occcnvecers

Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Pertinggal.

VRN

*) Coret yang tidak perlu.
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Menetapkan

PERTAMA

28/pik-3.doc/ep

10.

1.

12.

Model PIK-III

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen
sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996
tentang Kawasan Industri;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun
1989 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk
Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ...............
tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri
Dan Izin Perluasan;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ...............

tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin
Perluasan Kawasan Industri.

MEMUTUSKAN

Memberikan IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Kepada .

................................................

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) @ ot

Untuk menjalankan Perusahaan Kawasan Industri :

1.

2.

Alamat Perusahaan

Lokasi Kawasan Industri

aoc op

................................................

................................................

Desa/Kelurahan L eveeeeeeeeeeiesreresasaeereserarresstesns
Kecamatan L e rveerirav————————eieiestarareeseraaaens
Kabupaten/Kotamadya @ i s
Propinsi L eeeereirrreeeeerans serieeeeesrasinraenns

&



KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN :

Model PIK-III

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Izin Usaha Kawasan Industri ini berlaku untuk seterusnya/30 tahun *)
selama Perusahaan Kawasan Industri ini masih  melaksanakan
Pengusahaan Kawasan Industri yang dimaksud.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di .....cocoeeiininnnininniesenenes
Pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL

......................................

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ...c.ccoecerecuininines
Bupati/Kepala Daerah Tingkat [I/'Walikotamadya .........ccccoevveeeneene.

Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
Pertinggal.

————— o e 40 20 0

5
6.
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8
9

....................

*) Coret yang tidak perlu.
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Model PIK-III

LAMPIRAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
NOMOR @ cvcvccrsnsnncsnsnnnicnnoonee
TANGGAL : .ccccee casessssnesenersesans

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
I. Penanggung Jawab, Produk, Investasi dan Tenaga Kerja :

1. Penanggung Jawab

a. Nama L erresesseeereesesetestesabes e nsaannenes
b. Alamat D eereserereerarreeetssnssaasssenanasaasnes
c. Nama pemilik (berdasarkan akte pendirian
perusahaan) L erereseeseeseeeseesacsbi e assaannasneatans
2. Produk
a. Luas Kawasan Industri D eerresseeseeeeeeeesees i b s saanes ha
b. Lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten/ L teeseeeeeseresenerentesstasasnnresanaessraes
Kotamadya, Propinsi) D rctessreissstesestessnnesrsassasssnerssstessans
c. Luas Kapling Industri D eerererteree et s et ae s
d. Luas Kapling Untuk Bangunan Pabrik
Siap Pakai (BPSP) L ereereeseeereesreeessee st st ees
€. rerierereeeereses ettt e a bR e re e neras 1 eeeeeereeeesresaesneeeeene e ane s renen
F.  orreeeeeeeeseresbessesssesenraenesenesstetensassasnesasseree L sesiseressssissssessesseencessiseesibesieian
3. Nilai Investasi T RP e

4. Tenaga Kerja
a. Indonesia

L eenveereeeeeeee e reeneeeee orang
b. Asing L reereesrese e s senectesateeaas - orang
Jumlah L errerreessneeseesneeeeesaassnens orang

II. Ketentuan-ketentuan

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan luas Kawasan Industri wajib mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bila mengadakan perubahan terhadap
nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah perubahan dilakukan.

3. Wajib menyampaikan informasi industri mengenai kegiatan usahanya :

28/pik-3.doc/ep
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* Model PIK-III

- Untuk Semester Pertama paling lambat tiap tanggal 31 Juli tahun yang

bersangkutan.
- Untuk satu tahun kalender paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun

berikutnya.
4. Wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan kawasan industri sehingga
tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut

keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

5. Wajib mematuhi semua ketentuan Standar Teknis Kawasan Industri sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

III.  Apabila ketentuan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang Izin Usaha
Kawasan Industri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS JENDERAL

.......................................................

......................................................
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DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.L.
KOP SURAT SEKRETARIS JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat ' Model PIK-IV

SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

NOMOR D eeeensessssssssnssssnsresess
Membaca surat permintaan dari .........ceecseericmsiissnsnasnanes NOIMOT ..veeeeereerencvisnmssesseenseens
1F:117-7-7.1 OO perihal Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri, maka

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 1987, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
1996, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NofOr ........ccooeeee.. tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan dan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor .......cceceveecrseeneece tentang Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri, memberikan :

IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

KE :
Kepada L eereiereererere e e e e e e te st e sbe bt bs s ra b e s saeRa e b et
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) L eerererseeeesesreereeesreeesssteeseeeesatesttssr b e s rebesanannnans
Nomor Induk Kawasan Industri (NIKI) L eereseeerieenteesrreaesenraaee s raeenaaes reeeeeeraeeerreane

untuk menjalankan Perusahaan Kawasan Industri

1. Alamat Perusahaan L teretseeeseeeesseeesanteeaaabbateaarereeeaaraesaneseaasreesiaaees
Lokasi Kawasan Industri
a. Desa/Kelurahan D eentrertreenresee——eetateeaeaa e ratase e baeaeneareseennnantesns
b. Kecamatan D etteertereeessnreretereeeataatbtataaatteaatresararanseasennnretetes
c. Kabupaten/Kotamadya e et e et e nte ettt eaeere b e easeas
d. Propinsi L e ieeeerbie—e et ee e aaa s e e te et e na et eseesh s esarsenas

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

28/pik-4.doc/ep



-2
Model PIK-IV

- Untuk Semester Pertama paling lambat tiap tanggal 31 Juli tahun yang
bersangkutan.

- Untuk satu tahun kalender paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun
berikutnyg.

4. Wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan kawasan industri sehingga
tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut
keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

5. Wajib mematuhi semua ketentuan Standar Teknis Kawasan Industri sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Apabila ketentuan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang izin Perluasan

ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.L

.........................................................

..........................................

28/pik-4.doc/ep



LAMPIRAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
NOMOR .
TANGGAL :  vcvvvnnienisnesanssannens

Model PIK-IV

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

L Penangung Jawab, Produk, Investasi dan Tenaga Kerja -

1. PenmanggunglJawab D
a. Nama D ereeesteereeressesssastiaresarasarsenasaannene
b. Alamat L eeeeereeerr e tee e st e eneas
c. Nama Pemilik (berdasarkan akte pendirian

perusahaan) D emeeesseeesersesseneesmsssseaserasasensensnss

2. Produk
a. Luas Kawasan Industri D eerreereereseeeesseenese ettt ha
b. Lokasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan,

Kabupaten/ L rerereeesseeteeeeeeesasssassiatsanearereneen

Kotamadya, Propinsi) e
c. Luas Kapling Industri D ereresesereeeee et s s ennans
d. Luas Kapling untuk Bangunan Pabrik

Siap Pakai (BPSP) L eererreereseeeesersasssraer e anaans ha
€. eeeeereereesesreresesneesesasssesesesensretensassstssssansnsnasss 5 cessessssesseseesessesserssenessisessonsasnins
o et ssnsesesaessassnenenests 5 aeesssessessessesssesseressessenensesnassssones

3. Total Investasi RP. ot

4. Tenagakerja et orang
a. Indonesia _ D e orang
b. Asing L eereeeeeeesesre e sneas orang

Jumlah D et saas orang
[I. KETENTUAN-KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap Lokasi dan Luas Kawasan Industri wajib mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bila mengadakan perubahan terhadap
nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah perubahan dilakukan.

3. Wajib menyampaikan informasi industri mengenai kegiatan usahanya :

28/pik-4.doc/ep
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Model PIK-IV

[zin Perluasan Kawasan Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha
Kawasan Industri yang dimiliki dan berlaku untuk seterusnya/30 tahun *) sclama Perusahaan
Kawasan Industri melaksanakan pengusahaan Kawasan Industri.

Ditetapkan di = oo
Pada tanggal .o
SEKRETARIS JENDERAL

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.IL

..........................................................

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian

4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ........cocvvevnnenenene

Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya ..........ccccoeneene.
Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Pertinggal.

WwoeeNawm
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: DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.L
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat Model PIK-V
Nomor  evvseseessssesreessesnesaenestesesssnesaesss  eesesssssessessesssesasescsesess ) eeererrereeeereeesneebenes
Lampiran e
Perihal . Penundaan Izin Usaha Kawasan Kepada Yth.

Industri/Izin Perluasan Kawasan

INQUSITL. e e e

di -
Menunjuk permintaan Saudara dalam surat Nomor .........occevevucecsunsiienen. tanggal ................

perihal ..o , setelah diadakan penelitian terhadap lokasi proyek/persyaratan

perizinan untuk mengusahakan Kawasan Industri diperoleh hal-hal sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa Izin Usaha
Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan [ndustri *) yang Saudara ajukan ditunda untuk
diberikan.
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Model PIK-V

Untuk itu kepada Saudara kami beri kescmpatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan

perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penundaan ini kami sampaikan, dan apabila
batas waktu tersebut dilampaui permintaan Saudara ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.L

...........................................

TEMBUSAN ;

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan.

Gubemnur Kepala Daerah Tingkat I .........cocounenee.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya ........................
Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Pertinggal.

00N o w

*) Coret yang tidak perlu
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* DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.L
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Model PIK-VI

Diisi Oleh Peial
Nomor DSOS PPPPPPIITTT T ) eeernreerarrrenesats
Lampiran e

Perihal . Penolakan Permintaan Izin Usaha Kepada Yth.

Kawasan Industri/Izin Perluasan
Kawasan Industri ¥). e

.......................................................

..................................................

Menunjuk Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor
........................... tanggal ........c.ccccouennnnee perihal Penundaan Izin Usaha kawasan Industri/lzin
Perluasan Kawasan Industri *) atas nama .........cceeeeinninesecnsecsene , sesuai dengan batas waktu
yang ditentukan dalam Surat Penundaan (PMK-V), maka Izin Usaha Kawasan Industri/Izin
Perluasan Kawasan Industri *) yang Saudara ajukan kami tolak.

Dengan ditolaknya permohonan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan
Industri *) yang Saudara mohon, maka perusahaan Saudara dilarang untuk melakukan kegiatan
di bidang usaha Kawasan Industri, dan wajib mengembalikan Persetujuan Prinsip yang telah
Saudara peroleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Penolakan

ini.
Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

TEMBUSA

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ......................

Bupati Kepala Daerah Tingkat [[/Walikotamadya ...........cccoceeueennene
Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Pertinggal.

S e

® NS

*) Coret yang tidak perlu.
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) DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.L
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat Model PIK-VII
Nomor S everieerssesessasassneesresssresssresesensss eesesssssrecessssesresseenns ) eeeereeeieeeearesrareaessaees
Lampiran @ .
Perihal :  Teguranke.......... tentang Pe- Kepada Yth.
laksanaan Ketentuan Perizinan
Usaha Kawasan INQUSITL. e rcceneceieessssnessssnsssesae s esbaens
di -

.......................................................

Sesuai dengan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) Nomor
................. tanggal ......c.coveeevnieee AtAS NAMA .ceeucecevvrerierecnnenn. yang bergerak dalam bidang
Kawasan Industri dengan lokasi di ........ccceoneene. , setelah diadakan penelitian ternyata
perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, antara lain :
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Model PIK-VII

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta Saudara dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak dikeluarkannya surat teguran ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku
dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

...............................................

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4, Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur Kepala daerah Tingkat I .....................

Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya ............ccceeucnce.
Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
Pertinggal.

© 0 N o

*) Coret yang tidak perlu.
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‘ DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat Model PIK-VIII
KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
0(0)1% (0 SNSRI
TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRY/
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI *)

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.L

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan pengusahaan
Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan
Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) Nomor .................. tanggal
................ atas nama ...........cccoeeennee.. yang bergerak dalam bidang
usaha Kawasan Industri di ..................... ternyata tidak memenubhi syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Izin
Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) yang
bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Ueaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;

5. Ker.utusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah

A



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.L.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Model PIK-II1

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR
TENTANG

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Membaca t SUrat dar .oveceecececcnrenini st NOMOT ..eeeevirecrerrmrneinesseenens
tanggal ....ccveererirerennenisesienenns perihal ...t
Menimbang . bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi kemajuan

pembangunan fisik Kawasan INQUSHI ...

........................................................................................................................

........................................................................................................................

dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha
Kawasan Industri tersebut untuk mendapat Izin Usaha Kawasan Industri.

Mengingat . 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan,
Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;

4,  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
388/11 Tahun 1995;

28/pik-3.doc/ep
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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

28/pik-8.doc/ep

-2
Model PIK-VIII

diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
388/M Tahun 1995;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen
sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996
tentang Kawasan Industri;

8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ............
tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri
Dan Izin Perluasan;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ...
tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan
Izin Perluasan Kawasan Industri.

Surat dari ....cccccvevineniniann Nomor .......cceee. tanggal .....ccooeenenne perihal

Teguran Ke-3 tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Kawasan
Industri.

MEMUTUSKAN

Membekukan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan
Industri *) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor .....cccoeuennn atas
NAMA  coveeeneccerensirens yang bergerak dalam bidang usaha Kawasan
Industri di ....cccovrirvennens

Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan, dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini, agar melakukan
perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dalam
jangka waktu tersebut Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan
perbaikan maka Izin Usaha Kawasan Industriny2/17in Perluasan
Kawasan Industrinya *) dicabut.
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KETIGA :  Dengan dibekukan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan
Industri *) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka
perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam bidang Usaha
Kawasan Industri sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di  ...ccoceeevmeeeeecee e
Pada tanggal ...
SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGANRL.IL
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ..................cucunu..

Bupati Kepala Daerah Tingkat I/Walikotamadya ................

Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
Pertinggal. '

.................

e e B¢

*) Coret yang tidak perlu.
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- . DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat Model PIK-IX
KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRV/
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.L

Menimbang . bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan pengusahaan
Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan
Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) Nomor .............. tanggal
............ tAS NAMA o.veveevrervesrereseeseenenenene. yang bergerak dalam bidang
usaha Kawasan Industri di ...ccvieennininiiiccinnnnn, ternyata tidak
memenuhi  syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan sehingga Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan
Kawasan Industri *) yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonzsia Nomor 96/M Tahun 1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 388/M Tahun 1995;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA
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6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen
sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996
tentang Kawasan Industri;

8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Penyusunan Teknis Pengendalian Dampak
Terhadap Lingkungan Hidup;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan
Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri
Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Pegdagangan;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ............

tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri
Dan Izin Perluasan;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ...........

tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan
Izin Perluasan Kawasan Industri.

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen l?erindustrian dan

Perdagangan Nomor .......... tanggal ..o perihal
Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan
Industri *), atas nama ............... ;
2. Surat dari .o NOMOr  eeeeereeereceeninnees tanggal
............ perihal ..o
MEMUTUSKAN

Mencabut Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan
Industri *) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor ...
ALAS NAMD eovreerreerieeaerenenes berlokasi di ...cocoereiiiinnencns

Bagi Perusahaan Kawasan Industri yang dicabut Izin Usaha Kawasan
Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak dikeluarkan Keputusan Pcncabutan dapat
mengajukan permohonan banding.
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Dengan dicabutnya Izin Usaha Kawasan Industri/lzin Perluasan
Kawasan Industri *) sebagaimana  dimaksud pada DIKTUM
PERTAMA, maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan
dalam bidang usaha Kawasan Industri dan diwajibkan untuk
mengembalikan Izin Usaha Kawasan Industri yang telah diperolehnya
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya
Keputusan ini.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ..o
Pada tanggal ...
SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGANR.L
e
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
, 2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
) 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4, Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ .......ccooerieieennecnee.
Bupati Kepala Daerah Tingkat I[/Walikotamadya ...........cccovvurenee

Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi .......oveeveueene
Pertinggal.

0o No

*) Coret yang tidak perlu.
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